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Abstrak 

Kontrak jasa konstruksi pemerintah memiliki karakter hukum yang memadukan sistem hukum privat 
dan hukum publik sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam pelaksanaannya. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kontrak jasa konstruksi antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten Manokwari dan penyedia jasa serta dampak hukum yang timbul dalam 
pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, 
doktrin, dan literatur ilmiah. Efektivitas kontrak ditentukan oleh kejelasan klausul, keseimbangan hak 
dan kewajiban, pembagian risiko, serta pengawasan yang konsisten. Dampak hukum yang dominan 
meliputi wanprestasi, keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan 
pembayaran, dan sengketa kontrak. Disimpulkan bahwa penguatan tata kelola kontrak berbasis 
manajemen risiko hukum diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, akuntabilitas, dan 
efektivitas pembangunan infrastruktur daerah. 

Kata Kunci: Kontrak Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah, Kepastian Hukum, Manajemen Risiko  

Abstract   

Government construction contracts combine private and public law, creating legal challenges during 
contract implementation. This study examines the legal framework governing construction service 
contracts between the Regional Government of Manokwari Regency and service providers and analyzes 
the legal implications arising from their implementation. Using normative legal research with statutory, 
conceptual, and analytical approaches, the study reviews relevant legislation, legal doctrines, and 
scholarly literature. The findings show that contract effectiveness depends on clear contractual provisions, 
balanced rights and obligations, appropriate risk allocation, and effective supervision. Major legal issues 
include breach of contract, project delays, non-compliance with technical specifications, and delayed 
payments. Strengthening contract governance through legal risk management enhances legal certainty, 
accountability, and the effectiveness of regional infrastructure development. 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar 
utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing 
daerah, dan kualitas pelayanan publik.[1] Berdasarkan 
Permen PUPR 1/2023 Pemerintah daerah memiliki 
kewenangan yang lebih luas untuk merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan melalui penyelenggaraan 
jasa konstruksi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, kontrak jasa 
konstruksi memiliki posisi strategis sebagai instrumen 
hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah 
daerah sebagai pengguna jasa dan badan usaha sebagai 
penyedia jasa. Pentingnya sektor ini ditegaskan dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi yang mengamanatkan penyelenggaraan jasa 
konstruksi berdasarkan prinsip kepastian hukum, 
profesionalitas, keselamatan, keamanan, dan 
keberlanjutan pembangunan. 

Hubungan hukum dalam kontrak jasa konstruksi 
pemerintah memiliki karakteristik yang khas karena 
menggabungkan sistem hukum privat dan hukum publik. 
Di satu sisi, kontrak tunduk pada prinsip-prinsip hukum 
perdata seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, 
pacta sunt servanda, dan itikad baik.[2] Di sisi lain, karena 
melibatkan penggunaan keuangan negara atau daerah, 
pelaksanaannya juga harus memenuhi prinsip-prinsip 
hukum administrasi, seperti akuntabilitas, transparansi, 
efisiensi, efektivitas, serta perlindungan terhadap 
kepentingan publik.[3] Kontrak jasa konstruksi tidak hanya 
berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga 
sebagai instrumen yang menjamin kepastian hak dan 
kewajiban para pihak serta mendukung tata kelola 
pemerintahan yang baik. 

Pelaksanaan kontrak jasa konstruksi masih 
menghadapi berbagai persoalan, antara lain keterlambatan 
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penyelesaian pekerjaan, keterlambatan pembayaran, 
perubahan spesifikasi teknis, ketidaksesuaian mutu hasil 
pekerjaan, hingga pemutusan kontrak.[4] Berbagai 
permasalahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh 
lemahnya perumusan klausul kontrak, kurang optimalnya 
pembagian hak dan kewajiban para pihak, serta belum 
efektifnya penerapan prinsip perlindungan hukum.[5] 
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan 
pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada 
aspek teknis, tetapi juga pada kualitas pengaturan kontrak 
sebagai landasan hukum pelaksanaan proyek. 

Permasalahan tersebut serupa dengan yang terjadi 
dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten 
Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat yang 
mengalami peningkatan kebutuhan infrastruktur. 
Pelaksanaan proyek jalan, gedung pemerintahan, fasilitas 
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya 
menuntut adanya kontrak yang mampu mengakomodasi 
ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi sekaligus 
prinsip-prinsip hukum perdata, hukum administrasi 
negara, dan good governance. Namun, perbedaan orientasi 
antara pemerintah daerah yang berfokus pada kepentingan 
publik dan penyedia jasa yang berorientasi pada 
keuntungan ekonomi sering menimbulkan 
ketidakseimbangan posisi tawar dan berpotensi memicu 
sengketa kontraktual. 

Berbagai kajian mengenai kontrak jasa konstruksi 
menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan 
sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Jasa Konstruksi. Sebagian besar kajian berfokus 
pada perlindungan hukum, kepastian hukum, wanprestasi, 
penyelesaian sengketa, serta tanggung jawab para pihak 
dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.  

Iswandy dan Latumahina mengkaji perlindungan 
hukum bagi subpenyedia jasa dalam kontrak konstruksi. 
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedudukan 
subpenyedia jasa masih rentan karena belum memperoleh 
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perlindungan hak dan kewajiban yang proporsional, 
sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih 
inklusif. Namun, fokus penelitian hanya terbatas pada 
hubungan antara kontraktor utama dan subpenyedia jasa, 
tanpa membahas hubungan hukum antara pemerintah 
daerah dan penyedia jasa.[6] Sementara itu, Adzan 
mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam 
pengadaan jasa konstruksi pemerintah melalui perspektif 
hukum perdata. Hasil penelitian menegaskan pentingnya 
perlindungan preventif melalui kontrak yang jelas serta 
perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian 
sengketa. Walaupun memberikan gambaran mengenai 
perlindungan hukum dalam pengadaan pemerintah, 
penelitian tersebut belum menganalisis efektivitas 
implementasi klausul kontrak pada pemerintah daerah.[7] 

Kajian mengenai wanprestasi dikembangkan oleh 
Lumban Gaol, yang menunjukkan bahwa pelanggaran 
kontrak dapat dilakukan baik oleh kontraktor maupun 
pemerintah, terutama dalam bentuk keterlambatan 
pekerjaan dan pembayaran. Penelitian ini lebih 
berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah terjadinya 
wanprestasi dibandingkan upaya pencegahan melalui 
penyusunan kontrak yang berkualitas.[8] Selanjutnya, 
Cahyono menekankan efektivitas arbitrase sebagai 
mekanisme penyelesaian sengketa jasa konstruksi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017,[9] 
sedangkan Manurung mengidentifikasi adanya 
kekosongan norma mengenai klausul non-detrimental 
conduct yang dinilai perlu diatur secara lebih rinci melalui 
regulasi teknis. Kedua penelitian tersebut belum 
mengevaluasi implementasi kontrak pada tingkat 
pemerintah daerah.[10] 

Nevianti, Marniati, dan Ismail menegaskan bahwa 
kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan 
klausul kontrak, terutama terkait konsekuensi wanprestasi 
penyedia jasa.[11] Di sisi lain, Rurianti mengkaji tanggung 
jawab hukum atas kegagalan konstruksi dan menemukan 
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bahwa pengaturan mengenai definisi kegagalan, batas 
tanggung jawab, serta mekanisme kompensasi masih 
belum memadai.[12] Sementara itu, Khoirinnamira 
memfokuskan kajiannya pada aspek hukum acara perdata 
dalam sengketa kontrak jasa konstruksi, khususnya legal 
standing para pihak.[13] Penelitian terbaru oleh Amin, 
Salmawati, dan Mursyid kembali menunjukkan bahwa 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan merupakan bentuk 
wanprestasi yang paling dominan, namun belum 
mengaitkannya dengan kualitas penyusunan kontrak 
pemerintah daerah.[14]  

Penelitian terdahulu umumnya membahas kontrak 
jasa konstruksi secara parsial, meliputi perlindungan 
hukum, wanprestasi, penyelesaian sengketa, dan tanggung 
jawab kontraktual. Penelitian ini menawarkan kebaruan 
dengan menganalisis pengaturan kontrak jasa konstruksi 
antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan 
penyedia jasa melalui integrasi perspektif hukum perdata, 
hukum administrasi negara, serta Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2017. Fokusnya adalah implementasi kontrak 
sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan 
evaluasi implikasi hukumnya dalam mendukung 
pembangunan infrastruktur daerah yang efektif, 
akuntabel, dan berkeadilan. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan 
hukum kontrak jasa konstruksi antara Pemerintah Daerah 
Kabupaten Manokwari dan penyedia jasa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, serta regulasi pengadaan 
pemerintah. Selain itu, penelitian ini mengkaji dampak 
hukum pelaksanaan kontrak, meliputi wanprestasi, 
keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan 
sengketa. Hasil kajian diharapkan menghasilkan 
rekomendasi untuk memperkuat kualitas kontrak, 
meningkatkan kepastian hukum, akuntabilitas, 
pencegahan sengketa, dan penerapan prinsip good 
governance. 
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2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 
normatif dengan pendekatan peraturan perundang-
undangan, konseptual, kasus, dan analitis untuk mengkaji 
pengaturan kontrak jasa konstruksi antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten Manokwari dan penyedia jasa. 
Pendekatan peraturan digunakan untuk menganalisis 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Jasa Konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, 
serta regulasi terkait lainnya. Pendekatan konseptual 
digunakan untuk mengkaji teori hukum kontrak, 
perlindungan hukum, wanprestasi, dan good governance, 
sedangkan pendekatan kasus menelaah putusan 
pengadilan atau arbitrase yang relevan. 

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer 
berupa peraturan perundang-undangan dan putusan 
pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel 
jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum 
tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh 
bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari 
berbagai sumber akademik yang kredibel. Analisis 
dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi, 
klasifikasi, interpretasi, dan sinkronisasi norma hukum 
untuk mengevaluasi kesesuaian pengaturan kontrak 
dengan prinsip kepastian hukum, keseimbangan, 
akuntabilitas, dan perlindungan hukum. Hasil analisis 
digunakan untuk merumuskan rekomendasi normatif 
guna memperkuat kualitas kontrak jasa konstruksi 
pemerintah daerah. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengaturan Hukum Kontrak Jasa Konstruksi Antara Pemerintah Daerah 
Kabupaten Manokwari dan Penyedia Jasa  

Pelaksanaan kontrak jasa konstruksi di Kabupaten 
Manokwari tidak hanya menghadapi kendala teknis yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tetapi 
juga menghadapi berbagai persoalan yuridis yang 
memengaruhi hubungan hukum antara Pemerintah 
Daerah dan penyedia jasa. Dampak hukum yang paling 
dominan meliputi penerapan sanksi administratif, 
terjadinya wanprestasi, serta munculnya sengketa kontrak 
akibat perbedaan interpretasi terhadap klausul perjanjian 
maupun pelaksanaan kewajiban para pihak. Ketiga bentuk 
dampak hukum tersebut saling berkaitan dan pada 
praktiknya sering berkembang secara berjenjang, dimulai 
dari pelanggaran administratif, berlanjut menjadi 
wanprestasi, dan pada akhirnya bermuara pada sengketa 
hukum apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme 
penyelesaian secara musyawarah maupun alternatif 
penyelesaian sengketa. 

Sanksi administratif merupakan konsekuensi hukum 
yang paling awal diterapkan ketika penyedia jasa tidak 
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Bentuk 
sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, pengenaan denda 
keterlambatan, pencairan jaminan pelaksanaan, 
penghentian sementara pekerjaan, hingga pemutusan 
kontrak secara sepihak sesuai dengan tingkat pelanggaran 
yang dilakukan.[15] Penerapan sanksi administratif 
bertujuan menjaga ketertiban penyelenggaraan proyek 
pemerintah dan melindungi kepentingan publik tanpa 
harus segera menempuh jalur litigasi. Efektivitas sanksi 
administratif sangat bergantung pada konsistensi 
pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan 
penegakan ketentuan kontrak. Ketidaktegasan dalam 
menerapkan sanksi justru meningkatkan moral hazard, 
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sedangkan penerapan sanksi yang tidak proporsional dapat 
menimbulkan keberatan hukum dari penyedia jasa. 

Selain sanksi administratif, wanprestasi merupakan 
dampak hukum yang paling sering terjadi dalam 
pelaksanaan kontrak jasa konstruksi. Berdasarkan 
ketentuan KUHPerdata, wanprestasi terjadi apabila salah 
satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana 
diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai 
dengan kualitas yang disepakati, terlambat memenuhi 
kewajiban, atau sama sekali tidak melaksanakan prestasi. 
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten 
Manokwari, bentuk wanprestasi yang paling dominan 
berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan, 
ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan dokumen 
kontrak, keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa, 
serta kegagalan memenuhi standar mutu pekerjaan. 
Wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh penyedia jasa, 
tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat dilakukan oleh 
pemerintah daerah, terutama apabila terjadi 
keterlambatan pembayaran termin pekerjaan yang 
berdampak pada terganggunya arus kas penyedia jasa dan 
kelangsungan proyek. 

Keterlambatan pekerjaan memiliki konsekuensi 
hukum yang lebih luas daripada sekadar pengenaan denda. 
Keterlambatan penyelesaian proyek mengakibatkan 
tertundanya pemanfaatan infrastruktur oleh masyarakat, 
meningkatnya biaya proyek (cost overrun), berkurangnya 
efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta munculnya 
potensi tuntutan ganti rugi dari para pihak. Keterlambatan 
pekerjaan harus dianalisis berdasarkan penyebabnya. 
Apabila keterlambatan terjadi akibat kelalaian penyedia 
jasa, maka penyedia jasa bertanggung jawab atas seluruh 
konsekuensi hukum yang timbul. Sebaliknya, apabila 
keterlambatan disebabkan oleh perubahan kebijakan 
pemerintah, keterlambatan pembayaran, perubahan 
desain pekerjaan, atau keadaan kahar (force majeure), 
maka penyelesaian hukumnya harus didasarkan pada 
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prinsip proporsionalitas dan pembagian risiko 
sebagaimana diatur dalam kontrak.[16] 

Ketidaksesuaian spesifikasi umumnya berkaitan 
dengan penggunaan material yang tidak memenuhi 
standar, perubahan metode pelaksanaan tanpa 
persetujuan pengguna jasa, maupun hasil pekerjaan yang 
tidak sesuai dengan dokumen teknis kontrak. Kondisi 
tersebut tidak hanya menimbulkan kewajiban untuk 
melakukan perbaikan atau pekerjaan ulang, tetapi juga 
berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum apabila 
mengakibatkan kegagalan bangunan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi. Pemenuhan spesifikasi teknis merupakan 
bagian integral dari kewajiban kontraktual yang tidak 
dapat dipisahkan dari aspek keselamatan, kualitas, dan 
perlindungan kepentingan publik. 

Keterlambatan pembayaran oleh pemerintah daerah 
merupakan salah satu faktor yang memengaruhi stabilitas 
hubungan kontraktual. Keterlambatan pembayaran 
menyebabkan penyedia jasa mengalami kesulitan 
likuiditas, menghambat pengadaan material, 
memperlambat pembayaran tenaga kerja, dan pada 
akhirnya berdampak pada keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah juga 
memiliki tanggung jawab kontraktual yang sama 
pentingnya dengan penyedia jasa. Prinsip keseimbangan 
dalam hukum kontrak menghendaki agar hak dan 
kewajiban kedua belah pihak dilaksanakan secara 
proporsional sehingga tidak terjadi dominasi salah satu 
pihak dalam hubungan kontraktual. 

Sengketa umumnya dipicu oleh perbedaan penafsiran 
terhadap klausul kontrak, klaim biaya tambahan akibat 
perubahan pekerjaan, perbedaan perhitungan volume 
pekerjaan, keterlambatan pembayaran, maupun 
ketidaksepakatan mengenai kualitas hasil pekerjaan. 
Banyak sengketa sebenarnya dapat dicegah melalui 
penyusunan klausul kontrak yang lebih jelas, mekanisme 
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komunikasi yang efektif, serta dokumentasi administrasi 
proyek yang tertib. Sebaliknya, kontrak yang mengandung 
klausul ambigu membuka ruang bagi multitafsir sehingga 
memperbesar potensi konflik hukum. Oleh karena itu, 
kualitas penyusunan kontrak memiliki fungsi preventif 
yang sama pentingnya dengan mekanisme penyelesaian 
sengketa. 

Minimnya pemahaman para pelaku pengadaan 
terhadap risiko hukum kontrak menjadi faktor mendasar 
yang memperbesar munculnya berbagai konsekuensi 
hukum tersebut. Aparatur pemerintah maupun penyedia 
jasa pada umumnya lebih berorientasi pada aspek teknis 
pelaksanaan pekerjaan dibandingkan pada aspek hukum 
kontraktual. Akibatnya, berbagai tindakan yang secara 
administratif tampak sederhana justru berkembang 
menjadi pelanggaran kontrak yang menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Kondisi ini tidak hanya 
menghambat progres fisik pembangunan, tetapi juga 
meningkatkan risiko kerugian keuangan daerah, 
menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi 
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Kajian ini memperkuat temuan Lumban Gaol yang 
menyatakan bahwa wanprestasi dapat dilakukan baik oleh 
kontraktor maupun pemerintah melalui keterlambatan 
pekerjaan dan keterlambatan pembayaran.[8] Kajian ini 
juga sejalan dengan penelitian Amin, Salmawati, dan 
Mursyid yang menemukan bahwa keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan merupakan bentuk wanprestasi 
yang paling dominan dalam kontrak jasa konstruksi.[14] 
Namun, dampak hukum tidak berhenti pada wanprestasi 
semata, melainkan berkembang menjadi sanksi 
administratif, sengketa kontrak, pemborosan anggaran 
daerah, dan terganggunya pelayanan publik apabila tidak 
dikelola secara tepat. 

Kajian ini juga mengonfirmasi kajian Cahyono 
mengenai pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa 
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yang cepat dan efisien.[9] Akan tetapi, penyelesaian 
sengketa bukanlah solusi utama. Prioritas yang lebih 
penting adalah membangun sistem kontrak yang mampu 
mencegah timbulnya sengketa melalui kejelasan klausul, 
pembagian risiko yang proporsional, pengawasan yang 
konsisten, dan peningkatan kapasitas hukum aparatur 
pemerintah maupun penyedia jasa. Pendekatan preventif 
lebih efektif dibandingkan pendekatan represif dalam 
mewujudkan kepastian hukum kontrak jasa konstruksi. 

Dampak hukum dalam pelaksanaan kontrak jasa 
konstruksi di Kabupaten Manokwari memiliki dimensi 
yang bersifat multidisipliner karena tidak hanya 
menyangkut hubungan keperdataan para pihak, tetapi juga 
berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah, efektivitas pembangunan infrastruktur, dan 
perlindungan kepentingan masyarakat. Pengelolaan risiko 
hukum (legal risk management) harus ditempatkan sebagai 
bagian integral dari tata kelola kontrak jasa konstruksi 
pemerintah daerah. Keberhasilan pelaksanaan kontrak 
tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis 
pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah 
daerah dan penyedia jasa dalam mengidentifikasi, 
mengelola, dan memitigasi risiko hukum sejak tahap 
perencanaan kontrak hingga penyelesaian pekerjaan. 
Model pengelolaan kontrak yang berorientasi pada 
pencegahan risiko hukum tersebut menjadi prasyarat 
penting untuk mewujudkan kepastian hukum, efisiensi 
penggunaan anggaran daerah, keberlanjutan 
pembangunan infrastruktur, serta penguatan prinsip good 
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

3.2. Dampak Hukum Yang Timbul dalam Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi 
antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan Penyedia Jasa   

Pelaksanaan kontrak jasa konstruksi di Kabupaten 
Manokwari tidak hanya menghadapi kendala teknis yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tetapi 
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juga menghadapi berbagai persoalan yuridis yang 
memengaruhi hubungan hukum antara Pemerintah 
Daerah dan penyedia jasa. Dampak hukum yang paling 
dominan meliputi penerapan sanksi administratif, 
terjadinya wanprestasi, serta munculnya sengketa kontrak 
akibat perbedaan interpretasi terhadap klausul perjanjian 
maupun pelaksanaan kewajiban para pihak. Ketiga bentuk 
dampak hukum tersebut saling berkaitan dan pada 
praktiknya sering berkembang secara berjenjang, dimulai 
dari pelanggaran administratif, berlanjut menjadi 
wanprestasi, dan pada akhirnya bermuara pada sengketa 
hukum apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme 
penyelesaian secara musyawarah maupun alternatif 
penyelesaian sengketa. 

Sanksi administratif merupakan konsekuensi hukum 
yang paling awal diterapkan ketika penyedia jasa tidak 
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.[17] 
Bentuk sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, 
pengenaan denda keterlambatan, pencairan jaminan 
pelaksanaan, penghentian sementara pekerjaan, hingga 
pemutusan kontrak secara sepihak sesuai dengan tingkat 
pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi 
administratif bertujuan menjaga ketertiban 
penyelenggaraan proyek pemerintah dan melindungi 
kepentingan publik tanpa harus segera menempuh jalur 
litigasi. Efektivitas sanksi administratif sangat bergantung 
pada konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan 
pengawasan dan penegakan ketentuan kontrak. 
Ketidaktegasan dalam menerapkan sanksi justru 
meningkatkan moral hazard, sedangkan penerapan sanksi 
yang tidak proporsional dapat menimbulkan keberatan 
hukum dari penyedia jasa. 

Selain sanksi administratif, Wanprestasi merupakan 
dampak hukum yang paling sering terjadi dalam 
pelaksanaan kontrak jasa konstruksi. Berdasarkan 
ketentuan KUHPerdata, wanprestasi terjadi apabila salah 
satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana 
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diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai 
dengan kualitas yang disepakati, terlambat memenuhi 
kewajiban, atau sama sekali tidak melaksanakan prestasi. 
Dari pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten 
Manokwari, bentuk wanprestasi yang paling dominan 
berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan, 
ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan dokumen 
kontrak, keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa, 
serta kegagalan memenuhi standar mutu pekerjaan. 
Wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh penyedia jasa, 
tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat dilakukan oleh 
pemerintah daerah, terutama apabila terjadi 
keterlambatan pembayaran termin pekerjaan yang 
berdampak pada terganggunya arus kas penyedia jasa dan 
kelangsungan proyek. 

Keterlambatan pekerjaan memiliki konsekuensi 
hukum yang lebih luas daripada sekadar pengenaan denda. 
Keterlambatan penyelesaian proyek mengakibatkan 
tertundanya pemanfaatan infrastruktur oleh masyarakat, 
meningkatnya biaya proyek (cost overrun), berkurangnya 
efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta munculnya 
potensi tuntutan ganti rugi dari para pihak. Keterlambatan 
pekerjaan harus dianalisis berdasarkan penyebabnya. 
Apabila keterlambatan terjadi akibat kelalaian penyedia 
jasa, maka penyedia jasa bertanggung jawab atas seluruh 
konsekuensi hukum yang timbul. Sebaliknya, apabila 
keterlambatan disebabkan oleh perubahan kebijakan 
pemerintah, keterlambatan pembayaran, perubahan 
desain pekerjaan, atau keadaan kahar (force majeure), 
maka penyelesaian hukumnya harus didasarkan pada 
prinsip proporsionalitas dan pembagian risiko 
sebagaimana diatur dalam kontrak. 

Temuan berikutnya berkaitan dengan 
ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang merupakan salah 
satu bentuk pelanggaran kontrak dengan implikasi hukum 
yang signifikan. Ketidaksesuaian spesifikasi umumnya 
berkaitan dengan penggunaan material yang tidak 
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memenuhi standar, perubahan metode pelaksanaan tanpa 
persetujuan pengguna jasa, maupun hasil pekerjaan yang 
tidak sesuai dengan dokumen teknis kontrak. Kondisi 
tersebut tidak hanya menimbulkan kewajiban untuk 
melakukan perbaikan atau pekerjaan ulang, tetapi juga 
berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum apabila 
mengakibatkan kegagalan bangunan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi. Pemenuhan spesifikasi teknis merupakan 
bagian integral dari kewajiban kontraktual yang tidak 
dapat dipisahkan dari aspek keselamatan, kualitas, dan 
perlindungan kepentingan publik. 

Keterlambatan pembayaran oleh pemerintah daerah 
merupakan salah satu faktor yang memengaruhi stabilitas 
hubungan kontraktual. Keterlambatan pembayaran 
menyebabkan penyedia jasa mengalami kesulitan 
likuiditas, menghambat pengadaan material, 
memperlambat pembayaran tenaga kerja, dan pada 
akhirnya berdampak pada keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga 
memiliki tanggung jawab kontraktual yang sama 
pentingnya dengan penyedia jasa. Prinsip keseimbangan 
dalam hukum kontrak menghendaki agar hak dan 
kewajiban kedua belah pihak dilaksanakan secara 
proporsional sehingga tidak terjadi dominasi salah satu 
pihak dalam hubungan kontraktual.[18] 

Sengketa umumnya dipicu oleh perbedaan penafsiran 
terhadap klausul kontrak, klaim biaya tambahan akibat 
perubahan pekerjaan, perbedaan perhitungan volume 
pekerjaan, keterlambatan pembayaran, maupun 
ketidaksepakatan mengenai kualitas hasil pekerjaan. 
Banyak sengketa sebenarnya dapat dicegah melalui 
penyusunan klausul kontrak yang lebih jelas, mekanisme 
komunikasi yang efektif, serta dokumentasi administrasi 
proyek yang tertib. Sebaliknya, kontrak yang mengandung 
klausul ambigu membuka ruang bagi multitafsir sehingga 
memperbesar potensi konflik hukum. Oleh karena itu, 
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kualitas penyusunan kontrak memiliki fungsi preventif 
yang sama pentingnya dengan mekanisme penyelesaian 
sengketa. 

Minimnya pemahaman para pelaku pengadaan 
terhadap risiko hukum kontrak menjadi faktor mendasar 
yang memperbesar munculnya berbagai konsekuensi 
hukum tersebut. Aparatur pemerintah maupun penyedia 
jasa pada umumnya lebih berorientasi pada aspek teknis 
pelaksanaan pekerjaan dibandingkan pada aspek hukum 
kontraktual. Akibatnya, berbagai tindakan yang secara 
administratif tampak sederhana justru berkembang 
menjadi pelanggaran kontrak yang menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Kondisi ini tidak hanya 
menghambat progres fisik pembangunan, tetapi juga 
meningkatkan risiko kerugian keuangan daerah, 
menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi 
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Kajian ini memperkuat temuan Raymond A. Lumban 
Gaol yang menyatakan bahwa wanprestasi dapat 
dilakukan baik oleh kontraktor maupun pemerintah 
melalui keterlambatan pekerjaan dan keterlambatan 
pembayaran.[8] Kajian ini juga sejalan dengan kajian Andi 
Amin, Salmawati, dan Mursyid yang menemukan bahwa 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan merupakan bentuk 
wanprestasi yang paling dominan dalam kontrak jasa 
konstruksi.[14] Namun, dampak hukum tidak berhenti 
pada wanprestasi semata, melainkan berkembang menjadi 
sanksi administratif, sengketa kontrak, pemborosan 
anggaran daerah, dan terganggunya pelayanan publik 
apabila tidak dikelola secara tepat. 

Kajian ini juga mengonfirmasi kajian Cahyono 
mengenai pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa 
yang cepat dan efisien.[18] Akan tetapi, penyelesaian 
sengketa bukanlah solusi utama. Prioritas yang lebih 
penting adalah membangun sistem kontrak yang mampu 
mencegah timbulnya sengketa melalui kejelasan klausul, 
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pembagian risiko yang proporsional, pengawasan yang 
konsisten, dan peningkatan kapasitas hukum aparatur 
pemerintah maupun penyedia jasa. Pendekatan preventif 
lebih efektif dibandingkan pendekatan represif dalam 
mewujudkan kepastian hukum kontrak jasa konstruksi. 

Dampak hukum dalam pelaksanaan kontrak jasa 
konstruksi di Kabupaten Manokwari memiliki dimensi 
yang bersifat multidisipliner karena tidak hanya 
menyangkut hubungan keperdataan para pihak, tetapi juga 
berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah, efektivitas pembangunan infrastruktur, dan 
perlindungan kepentingan masyarakat. Pengelolaan risiko 
hukum (legal risk management) harus ditempatkan sebagai 
bagian integral dari tata kelola kontrak jasa konstruksi 
pemerintah daerah. Keberhasilan pelaksanaan kontrak 
tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis 
pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah 
daerah dan penyedia jasa dalam mengidentifikasi, 
mengelola, dan memitigasi risiko hukum sejak tahap 
perencanaan kontrak hingga penyelesaian pekerjaan. 
Model pengelolaan kontrak yang berbasis pada 
pencegahan risiko hukum tersebut menjadi prasyarat 
penting untuk mewujudkan kepastian hukum, efisiensi 
penggunaan anggaran daerah, keberlanjutan 
pembangunan infrastruktur, serta penguatan prinsip good 
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

3. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum 
kontrak jasa konstruksi antara Pemerintah Daerah 
Kabupaten Manokwari dan penyedia jasa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta 
regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus 
mengkaji berbagai dampak hukum yang timbul dalam 
pelaksanaannya. Kontrak jasa konstruksi pemerintah 
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merupakan kontrak yang mengintegrasikan sistem hukum 
privat dan hukum publik sehingga penyusunannya harus 
menjamin kepastian hukum, keseimbangan hak dan 
kewajiban, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan 
publik. Wanprestasi, keterlambatan pekerjaan, 
ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan 
pembayaran, dan sengketa kontrak umumnya dipicu oleh 
lemahnya perumusan klausul kontrak, pembagian risiko 
yang tidak proporsional, serta rendahnya pemahaman 
hukum para pihak.  

Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata 
kelola kontrak berbasis manajemen risiko hukum sebagai 
instrumen pencegahan sengketa dan peningkatan 
efektivitas pembangunan infrastruktur. Kajian ini 
berkontribusi secara konseptual bagi pengembangan 
hukum kontrak jasa konstruksi pemerintah daerah, 
meskipun masih terbatas pada pendekatan normatif 
dengan fokus wilayah Kabupaten Manokwari. Oleh karena 
itu, pemerintah perlu memperkuat standar penyusunan 
kontrak, pengawasan, dan kapasitas aparatur, sedangkan 
kajian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan 
empiris-komparatif pada berbagai pemerintah daerah 
untuk menguji efektivitas implementasi kontrak serta 
merumuskan model tata kelola kontrak jasa konstruksi 
yang lebih adaptif. 
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